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ABSTRAK 

       Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses 

kedaulatan rakyat  ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat 

(4) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara 

Indonesia. Selama proses pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah 

yang hanya memiliki satu pasangan calon yang terdaftar daerah tersebut 

adalah Kebupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan yang 

harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya syarat minimum 2 

pasangan calon.  

       Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan 

skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan 

yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen 

hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, 

Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang diteliti. 

       Mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari 

pemerintahan daerah maka pilkada mutlak harus tetap berlangsung 

meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar tanpa 

kehilangan sifat demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-

XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2015 terhadap 

UUD NRI 1945 memutuskan bahwa pilkada masih tetap bisa berlangsung 

tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapatan satu 

pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme plebisit atau 

lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan 

cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan 

pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan 

Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk 

mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari terbentuknya Undang-

Undang No. 8 tahun 2015.  

       Pilkada dengan calon tunggal, secara konsep pilkada dengan calon 

tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Essensi utama demokrasi 

adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu kekuasaan dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya 

melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Disamping itu, terdapat 

aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti 

bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam  pilkada adalah 

suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan 

selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti 

perkembangan masyarakat tersebut.  

 

Kata kunci : Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Politik Hukum, 

Refrendum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam 

tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan 

umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di 

tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan 

penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap 

Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan 

benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas 

penyelenggaran Pemilihan umum
1
. 

       Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara 

demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti 

Indonesia. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana berdemokrasi 

bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh 

konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi; ”Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

                                                           
1
 Gaffar Janedjri. Politik Hukum Pemilu. (Jakarta; Konstitusi Press.2012), hal.1 
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tidak ada kecualinya” dan prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity 

principle). Hal ini secara khusus juga dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang 

Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk 

dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak 

melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2
. 

       Pemilihan umum yang demokratik ditandai setidak-tidaknya oleh 

pelaksanaan tiga prinsip umum, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan 

Pemilihan Umum (Electoral Rights Principles), Keadilan Pemilu (Electoral 

Justice), dan Integritas Pemilu (Electoral Ingtegrity). Hak-hak politik yang 

berkaitan dengan Pemilu, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, 

mencakup enam Hak yakni: (1) hak pilih, (2) hak untuk ikut berkompetisi 

melalui Pemilu untuk jabatan publik, (3) hak politik untuk ikut berpartisipasi 

dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu 

publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui 

Pemilu, (4) hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, (5) hak 

untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut Pemilu, (6) untuk 

mendapatkan akses dan proses penyelesaian sengketa Pemilu yang adil. 

       Prof.Dr.Moh.Mahfud MD,S.H. dalam Buku Politik Hukum Pemilu, 

tulisan Janedjri M.Gaffar, mengemukakan bahwa sejarah Pemilihan Umum 

                                                           
2
 Muhammad Bahrul Ulum Dan Dizar Al Farizi, Implementasi dan Implikasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, 2008, hlm. 84.  
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Indonesia adalah sebagai sejarah pencarian politik hukum tentang Pemilu itu 

sendiri. Pencarian politik hukum yang mengesankan bahwa Undang-undang 

Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “Proses Instrumental” atau percobaan 

yang tak selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal yang 

terdiri atas : 

1. Dikarenakan adanya kesadaran bahwa Pemilu yang diselenggarakan 

sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk 

menyongsong Pemilu berikutnya. 

2. Dikarenakan terjadinya perubahan konfigurasi politik yang menghendaki 

perubahan sistem maupun mekanisme Pemilu yang dilatarbelakangi oleh 

motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (Parpol) yang 

menguasai kursi di DPR.  

3. Dikarenakan terjadinya perubahan situasi, misalnya demograf 

kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di 

dalam Undang-undang Pemilu
3
. 

       Menurut Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika 

membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik 

terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. 

Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik 

mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di 

belakang pembuatan dan penegakan hukum. Politik hukum merupakan 

                                                           
3
 Janedjri Gaffar. Politik Hukum Pemilu.(Jakarta; Konstitusi Pers . 2012). Hal.21 
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kebijakan dasar oleh suatu negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

negara yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai 

yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan
4
. 

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan 

suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk 

mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.  

       Pemilu di Indonesia diatur dengan undang-undang pemilu yang selalu 

berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh 

konfigurasi politik dan karena perubahan demografi-kependudukan dan peta 

pemerintahan. Maka dari itu, produk hukum Pemilu tersebut mengalami 

pasang surut perubahan isi substansi pasalnya. Salah satunya dikarenakan 

adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa undang-

undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi terkait pemilu. Tetapi tidak 

semua permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi diterima, ada yang 

ditolak dan ada pula yang dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

dikabulkan menjadi produk hukum baru yang diterapkan pada pemilu. Pada 

era sekarang ini pemilihan umum di lakukan secara serentak meskipun 

pelaksanaannya sekarang masih bertahap tapi di rencanakan pada tahun 2027 

pemilu dilaksanakan secara serentak seluruh indonesia. Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) serentak yaitu sistem pemilihan yang melangsungkan 

pemilihan dalam satu waktu secara bersamaan, hal ini bertujuan untuk 

                                                           
4
 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, 

hlm. 4. 
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memudahkan teknis penyelenggaraan dan efesiensi anggaran pemilihan
5
. 

Dalam Pilkada Serentak ada tiga daerah yang tidak bisa ikut Pilkada yaitu 

Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah 

Utara, Nusa Tenggara Timor karena hanya ada satu pasang calon tunggal dan 

harus ditunda sampai pilkada serentak tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 

Tahun 2015 mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon Kepala 

Daerah. Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 juga 

menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diikuti oleh calon 

tunggal. Kabupaten Blitar harus ditunda sampai 2017 karena hanya ada satu 

pasang calon akibatnya harus dibentuk pemerintah daerah sementara atau 

pelaksana tugas (PLT). Ditundanya penyelenggaraan pilkada sampai 2017 

bertentangan dengan semangat UUD 1945. Hal itu merugikan hak konstitusi 

warga negara, hak untuk dipilih dan memilih batal hanya karena tidak 

terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasang calon meskipun sudah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh. Penundaan Pilkada juga menimbulkan 

kekosongan hukum jika syarat dua pasang calon tidak terpenuhi. Adanya 

kekosongan hukum tersebut, telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak 

rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan 

kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak 

rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak saat itu. Kedua, 

apabila penundaan demikian telah dibenarkan , tetap tidak ada jaminan bahwa 

pada pemilihan serentak berikutnya, hak rakyat untuk dipilih dan memilih 

                                                           
5
 www.google.com//Pemilihan-Pilkada-Serentak. Diakses pada 07 februari 2016 
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akan dapat terpenuhi jika dalam kontestasi pilkada tetap mensyaratkan paling 

sedikit dua pasang calon
6
.  

       Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka penulis 

tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian hukum 

yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 (Studi 

Politik Hukum Calon Tunggal) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah 

periode 2015 / 2020? 

2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari 

pelaksanaan calon tunggal dan upaya peyelesaian? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Bagaimana politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah 

periode 2015 / 2020? 

                                                           
6
 Majalah konstitusi, Konstitusi NO. 104 – OKTOBER 2015.  Hlm: 09 
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2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari 

pelaksanaan calon tunggal dan upaya peyelesaian? 

D.  Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan 

yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kegiatan 

penelitian ini.  

b. Dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem refrendum atau Calon Tunggal.  

c. Dengan penelitian ini penilis tahu tentang tata cara pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem refrendum atau 

Calon Tunggal.  

2.  Bagi Masyarakat  

a. Sebagai wacana atau pengetahuan agar masyarakat lebih mengetahui 

tentang pemilihan dengan Calon Tunggal.  

b. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai bagaimana 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem 

refrendum atau Calon Tunggal. 
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3.  Bagi Akademisi 

       Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

akademisi di bidang Hukum Tata Negara dan hasil penelitian ini di 

harapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan 

acuan. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN   

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang 

memberikan Pengertian Kedaulatan Rakyat, Pengertian 

Pimilihan Umum, Pengertian Politik Hukum, dan 

Pengertian Calon Tunggal 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa metode 

penelitian guna melakukan penelitian, yaitu jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian 
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hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan 

bahan hukum, analisis bahan hukum. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang 

membahas Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015 

/ 2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal) 

BAB V :  PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kedaulatan Rakyat 

       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam ketentuan Pasal 51 

ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan 

sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Demikian juga 

Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap 

sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari 

kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran 

pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pasal 54 

ayat (6) mengatur bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap 

pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan 

calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda 

paling lama 14 (empat belas) hari. 

       Proses amandemen UUD 1945 telah melahirkan suatu pemikiran baru 

tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut kemudian 
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diwujudkan dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang 

pada awalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di 

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut Soewoto, 

“MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat 

sepenuhnya dari rakyat”, telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR 

tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mandat rakyat yang 

dimaksud dapat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara 

berdasarkan Undang-Undang Dasar. 

       Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan terjadinya 

pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu 

pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana 

kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo menyatakan: “perubahan 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi 

yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan 

kekuasaan tertinggi”, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara 

adalah rakyat. Pemikiran baru terhadap pelaksana kedaulatan dalam UUD 

1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan 

mandat terhadap penyelenggara negara. Mandat yang diberikan rakyat 

kepada penyelenggara kekuasaan negara seperti DPR, DPD, Presiden dan 
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Wakil Presiden semuanya dipilih secara langsung melalui pemilihan 

umum.  

       Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan rakyat sebagai kekuasaan 

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum adalah 

mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada 

penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan 

umum yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara 

negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat 

bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum. Adapun, untuk 

menilai apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai 

media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang 

diterapkan.  

       Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan 

tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada 

rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan 

pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran 

kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran 

kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, 

maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh 

bertentangan dengan kehendak rakyat. Sekarang ini, negara yang 

berkedaulatan rakyat, sudah menjadi konsep yang diterima oleh 

kebanyakan negara. Negara dengan kekuasaan mutlak dianggap sebagai 

usaha yang tidak realistis karena negara tidak akan mendapat dukungan 
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luas dari rakyat. Dewasa ini, hampir semua negara modern menganut 

prinsip kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem 

perwakilan. Hal itu, diartikan suatu negara harus bertindak atas dasar 

keinginan dan kekuasaan rakyat, yang penyelenggaraannya diwakilkan 

kepada kelompok orang atau lembaga tertentu. Rakyat yang berdaulat 

mewakilkan kepada wakil-wakilnya untuk menyelenggarakan 

pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat menjalankan kekuasaannya harus 

sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi kehendak rakyat yang baik bukan 

kehendak yang tidak baik. Kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang 

berkuasa, oleh karena rakyat suatu negara yakni kumpulan manusia yang 

mempunyai persamaan antara lain persamaan asal usul, persamaan 

kehormatan/perasaan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian 

rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau 

maksud. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih 

pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan 

kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan. 

       Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang mempunyai 

kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau 

kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Menurut Masdar F. 

Mas’udi: Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk 

mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (muqayyad), relatif (nisby) 

dan ada yang tak terbatas (ghair muqayaad) atau mutlak (absolut). 

Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak 
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dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah 

SWT, untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan 

mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang 

diilhamkan kepada setiap nurani (qalb) manusia atau diwahyukan melalui 

para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial 

dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah 

tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-

Nya. Ketidakmutlakan kedaulatan yang dimiliki rakyat dimanifestasikan 

dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat yang berkelompok. Kelompok 

masyarakat yang banyak tersebut kemudian berdaulat untuk memilih 

pemimpim atau wakilnya yang duduk di pemerintahan untuk 

menyampaikan aspirasinya. Di sini kepentingan orang seorang tidak dapat 

didahulukan tetapi kepentingan masyarakat yang lebih didahulukan
7
. 

 

B. Pemilihan Umum 

1. Sejarah Pemilu 

a. Pemilihan Umum Era Demokrasi Parlementer : Pemilu 1955  

       Pemilihan Umum 1955 berlangsung dengan sistem Pemilu 

proporsional yang dikombinasikan dengan sistem daftar diikuti oleh lebih 

                                                           
7
 Jurnal Cita Hukum, Kedaulatan Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks UUD RI 

1945, Vol. I No. 1 Juni 2014. Halm:108 
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dari 30 partai politik dan lebih dari 100 organisasi/perkumpulan dan 

perseorangan untuk memilih 257 anggota DPR dan menghasilkan 28 

peserta Pemilu yang memperoleh kursi DPR dan menghasilkan komposisi 

4 (empat) besar partai. Dengan demikian, baik dalam Pemilu untuk 

memilih anggota DPR maupun untuk memilh anggota Konstituante, tidak 

ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan 

Pemilu yang semula dimaksudkan menghasilkan parlemen yang stabilitas 

pemerintahan dan mampu menghasilkan Konstitusi Baru untuk 

menggantikan UUDS 1950 tidak berhasil, bahkan berujung pada krisis 

ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 

1959 sebagai akibat kegagalan Konstituante menghasilkan konstitusi baru, 

bahkan DPR hasil Pemilu 1955 pun dibubarkan oleh Presiden Soekarno 

pada tahun 1960. 

b.  Pemilihan Umum Era Orde Baru (1966-1998) 

       Konteks format politik Orde Baru yang dilaksanakan pada Tahun 

1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan 1997 telah menggunakan sistem Pemilu 

proporsional yang bukan murni melainkan disesuaikan dengan tujuan dan 

format politik Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Pemilu Orde 

Baru yakni dominannya posisi Presiden Soeharto sebagai pusat politik 

Indonesia, penataan terhadap infrastruktur politik, serta dominannya 

peranan politik militer. Pemilu Orde Baru juga ditandai dengan 

penghilangan hak pilih secara massal atas bekas anggota PKI beserta 

organisasi massa pendukungnya dan anggota organisasi terlarang lainnya. 
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Pemilu pada masa ini penyelenggarannya hanya di dominasi oleh 

Pemerintah dan hanya bertujuan untuk memilih sebagia anggota DPR, dan 

DPRD, karena sebagian anggotanya diangkat oleh Pemerintah, yaitu dari 

ABRI sebagai kompensasi atas tidak dipergunakannya hak pilih anggota 

ABRI (TNI dan Polri)
8
. 

c.  Pemilu Era Transisi Reformasi : Pemilu 1999 

       Pemilu pertama pasca Orde Baru, yaitu era Transisi Reformasi pada 

tahun 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia (HAM), akan tetapi juga diwarnai euphoria 

kebebasan dan penolakan (resistensi) terhadap semua hal yang berbau 

Orde Baru sehingga terkesan irrasional dan emosional. Terlepas dari 

kekurangannya, Pemilu 1999 dinilai sebagai Pemilu terbaik sesudah 

Pemilu 1955, karena telah mengalami perbaikan secara teratur sebenarnya 

sudah terpenuhi. Akan tetapi, karena Pemilu 1999 tidak menghasilkan 

mayoritas di MPR yang berwenang memilih Presiden, maka kemudian 

timbul lagi krisis ketatanegaraan pada tahun 2001 yang berakibatnya 

jatuhnya pemerintahan di bawah Presiden KH.Abdurrahman Wahid. 

Pemilu yang berlangsung pada tahun 1999 sebenarnya berpotensi untuk 

terjadinya perselisihan hasil Pemilu, karena Panitia Pemilihan Indonesia 

(PPI) bersama KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu gagal untuk 

menetapkan hasil Pemilu dimana 27 parpol dan 48 parpol peserta Pemilu 

                                                           
8
 Suhsrizal, 2012, Pemilukada:Regulasi, Dinamika,dan Konsep Mendatang,PT Grafindo 

Persada, Jakarta. Halm.15 
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tidak mau menandatangani hasil Pemilu sehingga hasil Pemilu tersebut 

ditetapkan oleh Presiden Habibie.  

d. Pemilu Sesudah Perubahan UUD 1945 : Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 

       Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia telah mengalami perubahan 

yang menjamin konstitusional yang terdiri atas : 

a. Pemilu harus diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun 

sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

b. Semua Lembaga perwakilan keanggotannya direkrut melalui Pemilu. 

c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 

melalui Pemilu. 

d. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.  

e. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta 

Pemilu anggota DPD adalah perseorangan, peserta Pemilu Presiden dan 

wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau 

gabungan partai politik, dan peserta Pemilu/pemilihan kepala daerah 

adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik. 

f. Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 
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g. Disediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di forum 

Mahkamah Konstitusi
9
. 

e. Pemilihan Umum Periode Tahun 2009-2014  

       Konfigurasi politik yang bergulir pada akhir kepemimpinan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdampak krusial terhadap proses 

otonomi daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 

2009-2014 pada akhir jabatannya menetapkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui pemilihan yang ditetapkan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Praktis, UU tersebut 

menuai banyak resistensi dari berbagai kalangan, terutama oleh 

masyarakat yang tidak menginginkan lagi praktik demokrasi yang lemah 

seperti yang pernah terjadi selama pemerintahan Soeharto di bawah rezim 

orde baru yang otoriter. Menanggapi disahkannya UU tersebut, Presiden 

SBY pada 2 Oktober 2015 kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penerbitan Perppu tersebut 

tidak sedikit menimbulkan kritikan terkait makna keadaan genting dan hal 

ikhwal yang memaksa. Namun terlepas dari kondisi tersebut, Presiden 

SBY mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk 

menyelenggarakan proses pemihan kepala daerah yang lebih baik lagi. 

Substansi di dalamnya mengatur uji publik kepala daerah, penghematan 

                                                           
9
 Mukhtie Fadjar,2013, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Malang, hal: 1-

12 
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dan pemotongan anggaran, pembatasan kampanye, dan beberapa 

perbaikan lain seperti terselenggaranya asas akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pilkada. Perppu No.1 Tahun 2014 selanjutnya disetujui oleh 

parlemen dengan ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang 

kemudian dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilihan untuk melangsungkan 

pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang 

termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara 

demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang 

mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan 

demokratis sedangkan pemiihan yang dilakukan secara tidak langsung 

dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang 

ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen 

menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara 

langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan alasan untuk mewujudkan 

penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik lagi.  

2. Pengertian Pilkada Serentak 

       Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan 

sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta 

sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Harapan akan 
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terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance pasca 

peralihan sistem demokrasi dari pola lama yang menerapkan demokrasi 

tidak langsung menuju demokrasi langsung ternyata tidak langsung 

membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar. Justru yang terjadi 

tidak sesuai dengan harapan, banyak korupsi dilakukan oleh kepala daerah 

diberbagai penjuru tanah air sehingga apa yang cita-citakan agar otonomi 

daerah dapat memacu percepatan kesejahteraan rakyat belum terlihat. 

       Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, dapat 

berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpinnya. 

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, 

menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. 

Dengan turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai 

masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon terbaik yang mau 

mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak memilih calon yang hanya 

mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan 

janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye agar 

pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Masyarakat juga jangan sampai menyia-nyiakan hak suaranya “dibayar” 

atau untuk iming-iming sementara. 

       Pilkada Serentak berangkat dari harapan, di antaranya, untuk menekan 

biaya penyelenggaraan atau efisiensi anggaran yang selama ini dirasa 

sangat tidak masuk akal. Penyelenggaraan Pilkada Serentak bisa 

menghemat biaya karena biaya semestinya dikeluarkan dua kali untuk 
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membiayai Pilkada Bupati/Walikota dan Pikada Gubernur, sehingga 

biayanya cukup sekali dengan ditanggung bersama pada APBD Provinsi 

dan APBD Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi biaya diharapkan 

calon kepala daerah tidak terlalu besar mengeluarkan biaya politiknya 

sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Karena biaya Pilkada 

yang sangat mahal diperkirakan sebagai bentuk titik awal kepala daerah 

melakukan berbagai tindakan korupsi. Seorang kepala daerah yang terpilih 

berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkannya selama 

kampanye. Salah satu aspek penting adalah merajut kesadaran partisipasi 

masyarakat bahwa pemilukada yang berkualitas adalah sejauh mana sikap 

dan motifasi politik masyarakat dan kandidat tersebut dapat bersama-sama 

membangun hakikat tujuan otonomi daerah. Pemilukada langsung bukan 

sekadar memperebutkan kursi kepala daerah yang tidak memiliki implikasi 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun justru harus menjadi tantangan 

dalam memelihara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak harus mendapat porsi 

perhatian yang lebih dari pemerintah. Tahapan Pilkada serentak ini 

memerlukan persiapan yang sangat matang. Kita sangat berharap, Pilkada 

serentak ini bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan 

kualitas pemerintahan di daerah dan pemerintahan dapat berjalan lebih 

baik memperbaiki kehidupan masyarakat, kualitas kandidat, kualitas 

penyelenggara dan kualitas hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. 

Semua ini bisa terwujud dan berjalan baik dengan didukung Partai politik, 
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penyelenggara pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya. Pemilihan 

Kepala Daerah (pilkada) secara serentak gelombang pertama telah digelar 

pada 9 Desember 2015. Pilkada ini untuk memilih kepala daerah yang 

masa jabatannya berakhir pada 2015 hingga rentang Januari-Juli 2016. 

Pilkada secara serentak merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Secara praksis pilkada serentak belum memiliki rujukan. Di sisi 

lain, pilkada serentak 2015 diharapkan menjadi barometer bagi 

penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya, yakni pilkada serentak pada 

2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Barulah pada 2027, pilkada direncanakan 

dapat digelar serentak secara nasional
10

. 

       Adapun pelaksanaan pilkada serentak regulasinya tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Atas Perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

 

C. Politik Hukum 

1. Pengertian Politik Hukum 

       Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa 

Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtpolitics, yang merupakan 

bentukan dari dua kata recht dan politiek. Menurut Sunaryati Hartono 

                                                           
10

 Jurnal Konstitusi/pilkada Calon Tunggal, edisi Oktober 2015.  Hlm: 03  
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(1991:1) mengatakan bahwa: “Politik hukum sebagai sebuah alat atau 

sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 

menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem 

hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu 

akan diwujudkan tujuan suatu bangsa”
11

. Sedangkan menurut Soehino 

(2010) mengatakan bahwa politik hukum merupakan proses pembentukan 

ius constituendum dari ius constitumdalam rangka menghadapi perubahan 

kehidupan bermasyarakat
12

. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik 

hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk 

mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat
13

. 

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan 

hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu
14

. Garuda Nusantara menjelaskan pula 

wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum 

yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, 

yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius 

contitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, 

serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak 

hukum. 
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: Alumni. Halm:1 
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 Soehino. 2010. Politik Hukum Indonesia. Yogyakarta. Halm:2 

13
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       Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik 

hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah 

kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, 

sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata 

kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, 

terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum 

yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas 

legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan 

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka 

mencapai tujuan negara yang dicita-citakan
15

 

       Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang 

lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang 

kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political 

will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum 

bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu 

saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu 

negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.  

       Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata 

ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak 

pembentuk hukum,praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut 

ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain 
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negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum 

suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian 

menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional
16

. 

2. Ruang Lingkup Politik Hukum  

       Politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain 

sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh 

lembaga-lembaga negara yang berwenang. Adapun ruang lingkup atau 

wilayah politik hukum menurut Imam Syaukani & Ahmad Thohari 

(2006:51) adalah sebagai berikut :  

a.  Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam 

masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan 

politik hukum.  

b.  Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke 

dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh 

penyelenggara negara yang berwenang.  

c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan 

politik hukum.  

d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.  

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik 

hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.  
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f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan 

implementasi dari politik hukum suatu negara.  

       Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik 

hukum. Pada tahap ini akan diketahui apakah nilai-nilai dan aspirasi yang 

berkembang dalam masyarakat telah terakomodasi oleh penyelenggara 

negara yang merumuskan politik hukum atau bahkan sebaliknya. Kajian 

terhadap bidang ini penting dilakukan karena secara substansial, hukum 

tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, 

atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya, apabila 

hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur 

rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap 

hukum itu sangat kuat. Apabila itu dikaitkan dengan teori keberlakuan 

hukum, maka hukum yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, 

filosofis dan yuridis. Oleh karenanya, hukum tidak boleh diterima begitu 

saja secara apa adanya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang 

bersifatnon-hukum yang kemudian sangat determinan dalam 

mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu. Bagian ini 

menjadi wilayah bagian kedua, ketiga dan kelima. Adapun wilayah kajian 

keempat merupakan konsekuensi logis dari wilayah kajian politik hukum 

kedua dan ketiga. Pada wilayah kajian keempat kita akan mengetahui pada 
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tataran peraturan perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum 

sebuah negara dapat ditemukan
17

. 

3. Politik Hukum Di Indonesia 

       Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara 

negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan 

telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang 

bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai 

tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik 

hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai 

suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh 

pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang 

dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan 

cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum nasional 

merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari 

banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai 

tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang 

terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945
18

. Dengan 

demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 

merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. 
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 Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm: 22 



28 

 

Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan 

pada dua alasan yaitu : 

a. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita 

hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan 

dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. 

b. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas 

yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang 

diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu
19

. 

 

D. Refrendum ( Calon Tunggal ) 

       Referendum (calon tunggal) yaitu menyerahkan keterpilihan pasangan 

calon tunggal dalam Pilkada serentak kepada masyarakat atas dasar 

persetujuan. Dengan kata lain, meminta pendapat rakyat (Pemilih) dalam 

kotak suara, dengan cara menentukan pilihan apakah “setuju” atau “tidak 

setuju”.  

       Referendum dilaksanakan oleh pemerintah dan mekanismenya diatur 

dalam perundang-undangan, apakah memakai metoda angket atau voting 

sesuai dengan kualitas dan tujuan referendum yang dikehendaki. Dalam 

suatu negara yang demokratis, penyelenggaraan Pemilihan Umum wajib 

ditentukan dalam Undang Undang Dasar dan secara jelas dan tegas 

menetapkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. 

Makna yang termaktub dalam kedaulatan rakyat adalah hak yang melekat 
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pada rakyat untuk menentukan arah dan tujuan bangsa, mulai dari 

menentukan siapa pemimpinnya hingga political decition yang harus 

ditetapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kedaulatan rakyat 

yang mencerminkan demokrasi harus memenuhi 3 aspek yaitu: 

a.  Pemimpin yang berlandaskan kerakyatan 

b.  Political Decition yang pro kerakyatan (keadilan rakyat/sosial) 

c.  Kesejahteraan Rakyat 

       Melihat ketiga aspek diatas, demokrasi harus diselenggarakan secara 

tersistem dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk 

mencapai tujuan bangsa dan negara. Apabila salah satu aspek tidak 

dilaksanakan dengan benar dan tepat, maka rakyat dapat mengajukan 

haknya untuk menentukan diterima atau tidak diterima ketiga aspek 

tersebut melalui mekanisme politik rakyat tertinggi yaitu Referendum. 

Referendum lahir dari kedaulatan rakyat itu sendiri sebab lembaga 

eksekutif dan legislatif serta judikatif tidak dapat melaksanakan kedaulatan 

rakyat secara bertanggungjawab dan sesungguh-sungguhnya sesuai 

demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Semua produk 

mekanisme politik haruslah berlandaskan kerakyatan untuk kesejahteraan 

rakyat eksplisit bangsa, bahwa setiap produk mekanisme politik yang tidak 

sesuai dengan kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat bila 

dengan senyatanya ketiga lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan 

judikatif) tidak dapat melaksanakan perubahan agar sesuai dengan 
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kehendak rakyat (kegagalan mekanisme politik). Referendum dapat 

dilakukan atas semua produk mekanisme politik yang tidak sesuai dengan 

kehendak rakyat, dan referendum tidak selalu bermakna negara dalam 

keadaan darurat. Mahkamah Konstitusi memberikan peluang 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan Calon Tunggal melalui 

mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar 

tetap bisa memilih dan dipilih. Karena dengan adanya penundaan tidak 

menyelesaikan hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Pertama, penundaan 

ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak 

rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, 

andaikata penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada 

jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk 

dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu dikarenakan penyebab 

tidak dapat dipenuhinyahak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, 

yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit adanya dua 

Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. 

       Bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidak-tidaknya 

harus ada dua pasangan calon, dilain pihak, sama sekali tidak memberikan 

jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut 

tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala 

syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana 

kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat 

diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, Pemilihan Kepala 
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Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan 

hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, 

baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi 

tidak dapat melaksanakan hak tersebut.  

       Putusan Mahkamah dengan nomor 100/PUU-XIII/2015 telah 

membuka peluang yang hanya memiliki satu pasang calon, yakni 

Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan 

Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti 

Pilkada Serentak 2015. Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-

XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan 

kesempatan kepada rakyat  untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak 

Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan. Apabila pilihan 

setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan 

sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak 

setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai 

pilkada berikutnya. Penundaan tersebut, tidak bertentangan dengan 

konstitusi karena rakyat telah memutuskan penundaan itu melalui 

pemberian suara “Tidak Setuju”. Mekanisme itu pun dinilai Mahkamah 

lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara 

aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat jika calon tidak memiliki 

pesaing. Mahkamah menegaskan, penekanan terhadap sifat “demokratis” 

menjadi substansial lantaran merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini 



32 

 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. “Dengan demikian, amanat konstitusi yang 

menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak 

untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pilkada dilaksanakan secara 

demokratis dapat diwujudkan,”. Mahkamah juga menegaskan Pilkada 

yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai 

upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga 

negara. Sebelumnya, penyelenggara Pemilu mesti mengusahakan dengan 

sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. 

       Adapun pelaksanaan Pilkada Calon Tungal dapat dilaksanakan setelah 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XII/2015 tentang 

Pilkada dengan Pasangan Tunggal, yang kemudian diatur dalam Peraturan 

KPU No 14/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum No 8 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah
20

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

       Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan 

bahan-bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat 

diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah 

demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Penelitian ini di 

lakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan hukum 

normatif, yaitu:  

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan 

bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa 

obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, yaitu data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka; 

sedangkan  

2. Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan 

meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya 

sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan 

normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat 

menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu. 

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari 

bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum 

yang meliputi: 
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a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat 

seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim dll.  

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal 

ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan 

skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tata negara, artikel lain 

yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam makalah-

makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, jurnal, majalah serta 

internet dan sebagainya
21

. 

A. Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang 

bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan 

sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa 

penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-

bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-

undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, 

Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-

buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 
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       Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada Teori-teori, 

Peraturan Perundang-undangan, Dokumen-dokumen, Jurnal hukum, 

laporan-laporan serta referensi-referensi yang relevan. Peneltian ini 

ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala 

tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif dengan 

didukung oleh bahan empiris
22

. 

B. Pendekatan Penelitian  

       Pendekataan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian 

normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan 

hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk 

kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah 

karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif 

didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum yang 

ada. 

       Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-

pendekatan.dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk 

dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 
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approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach)
23

. 

       Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas,dalam penelitian 

ini menggunakan suatu pendekatan undang-undang (statute approach) 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan 

regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan 

sejarah (historical approach) yaitu pendekatan yang menitikberatkan 

pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini 

dan antisipasi masa depan dan pendekatan futuristik (futuristik approach) 

yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada keadaan-keadaan atau 

kejadian yang baru dan memfokuskan pada apa yang telah terjadi
24

. 

C. Sumber Penelitian Hukum  

       Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah 

bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 

dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum 

sekunder dapat terbagi atas:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan undang-undang. Dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

2. Peraturan KPU No 14/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. 

3. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 

Tentang Dikabulkannya Calon Tunggal. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki 

dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum 

sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia untuk mecari istilah-istilah guna 

menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan 

sekunder.  

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

       Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan 

penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan 

penelusuran on line (internet) dan off line (buku-buku). Bahan pustaka on 
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line (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan 

bahan hukum off line dapat diperoleh di perpustakaan, instansi 

pemerintah terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar 

dan lain-lain.  

E. Pengolahan Bahan Hukum 

       Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan skunder 

dikelompokan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan yang 

telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode 

analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan 

kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan 

menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah 

kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan 

yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan 

metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik 

kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang 

bersifat umum.  

F. Analisis Bahan Hukum  

       Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pengolahan bahan 

maupun analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan deskriptif yang 

mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat 

para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Kualitatif biasanya hanya 
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mempergunakan sumber-sumber bahan skunder yaitu buku-buku 

kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-

teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan 

menemukan kesimpulan
25

. 

       Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam 

penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif dengan tujuan 

agar mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh 

namun tetap sistimatik terutama mengenai fakta yang berhubungan 

dengan permasalahan. Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh 

tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat 

diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan 

permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkar, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hlm: 39. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

1. politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah periode 

2015/ 2020 sebagai berikut : 

a)  Pemilihan umum kepala daerah satu pasang calon dalam pemilihan 

serentak tetap harus dilaksanakan agar kedaulatan rakyat 

terselamatkan dan tidak berdampak pada terganggunya pelaksanaan 

pemerintah daerah. Pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan 

kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung dan demokratis. 

Dalam  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,  kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai 

pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah 

haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di 

tangan rakyat. 

b). Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat 

selaku pemegang  kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak 

untuk memilih. Maka muncul mekanisme refrendum agar rakyat bisa 

menentukan pilihan apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan 

pasangan calon tunggal tersebut. Dengan mekanisme refrendum, 

amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional 
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warga negara, dalam hal ini hak untuk  dipilih dan memilih, serta 

amanat agar Pemilihan  Kepala Daerah dilaksanakan  secara 

demokratis dapat diwujudkan. 

2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari 

pelaksanaan calon tunggal sebagai berikut : 

       Terkait dengan proses pelaksanaan pilkada serentak yang hanya 

diikuti oleh satu pasang calon, terdapat permasalahan seperti kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tentang tata cara proses 

pemngutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. 

Selain itu beberapa daerah belum mengetahui secara benar tata cara 

pemilihan pada pemilihan referendum, partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 juga masih rendah. 

Desain surat suara yang membingungkan pemilih sehingga tidak sedikit 

surat suara yang dinyatakan tidak sah, serta mekanisme kampanye yang 

belum mampu menjangkau pemilih secara menyuluruh.  

 

B. SARAN 

1. Memuat sanksi baik parpol berbentuk administratif maupun pidana bagi 

parpol yang meminta uang mahar kepada calon, yang dalam banyak 

kasus dapat menyebabkan keengganan sejumlah tokoh potensial untuk 

mencalonkan diri. 

2. Bagi daerah yang mempunyai calon tunggal sebaiknya ditunda hingga 

2017 karena akan memberikan peluang dan kesempatan bagi tokoh-
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tokoh daerah untuk mempersiapkan diri bersaing dalam pilkada, 

sehingga dinamika demokrasi yang akan terjadi akan lebih berwarna. 

Selain itu menunda pilkada bagi pemerintah sendiri akan mempunyai 

waktu yang cukup untuk merevisi undang-undang No. 8 Tahun 2015 

tanpa harus menerbitkan perpu, partai politik akan lebih siap dalam 

memajukan calonnya dan penyelenggara pemilu (KPU) akan lebih 

matang dalam menjalankan perannya. Disamping itu sudah ada payung 

hukumnya, yaitu peraturan KPU No.12 Tahun 2015 bahwa dalam hal 

sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya 

terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang 

mendaftar, maka KPU setempat menetapkan keputusan penundaan 

seluruh tahapan dan pilkada diselenggarakan pada pilkada serentak 

tahun 2017.  
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